Menimbang

Mengingat

vt

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUFATI SITUBONDO
NOMOR <& TAHUN 2010

TENTANG

BESARAN [JANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA
PERANLGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTATI KABUPATEN SITUBOND TAHLUN ANGGCARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI SITUBONDAY,

hahwa puna melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penpelolazn Keuwangan
Dacrah schagaimana telah diubah dengan Peratmran Pemerintah Momor 59
Tahun 2007 teotang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nepgeri
Nomer 13 Tlahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menelapkan HBesaran Uang Persediaan (UF) pada Satuan Kegja
Peranpgkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo
‘Tahun Anggaran 2010 dengan Peratwran Bapati ;

L.

Undang-Undang Nomar 12 Tahun 195¢ temang Pembentukan Pacrah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( T.embaran
MNegara Republik  Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
lembarin Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 ) ;

Undang-Undang Nomor 28 'I'shun 1999 tentang Penyelenggearaan Negaa
vang Bersih dan Bebas dan Konupsh Kolwsi dan Nepolisme
(Lembaran Negara Repuhtik Indonesia Tahun 199¢ Nomor 75, Tambuhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Mo 3851 3¢

Undamp-Undang Momor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Nogara
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahum 2003 Nomeor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indopesia Nomor 4286 ) ;

Unidang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
([ .emharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3. Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

Undang-Umklang Momor 10 Tahun 2004 teniang Pembentukas Peraluran
Penmdang-undanpan (T.embaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Mepars Republik Indotesia Nomor 4389) ;
Undamng-Uindang Nomar 15 Tabun 04  temtang Pameriksasn
Pengelolaan dan Tanppung Jawab Keuanpan Negara ( Lembaran Nepgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Hcpara Ropublik Indoncsia Nomor 4430 } ;

Undang Undang Nomor 25 Talm 2004 lentang Sistem  Pevencanaan
Pembangunan Nasiooal {Lerbaran Negam Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Tembaran Nepara Republik Indonesia Momior 4421);



8. Undang—{inding Nomor 32 Tahm 2004 testang Memerintafan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 125, Tambuhan
Lemberan Megarn Republik Tndonesia Nomor 4437) sebagaimana ielah
diubah dengar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahwn 2004 tentang Pemerintahan
Dacmh (Lembaran Negaa Ropublik Idonesta Tahua 2008 Nomor 59,
Tambahan Lanvharan Negara Republik Indonesia Momor 4344 ;

9. {Indang-Undang Momwor 33 Tahun 2(4{M tentang 1*erimbaoygan Kevangun
antara Pemerintahan Pusat denyun Pemerintah Dicrah (Lembarm
Megara Republik Indonesie Tabun 2004 MNomor 126, Tembahan
Lombsaran Megara Republik Indonesia Momor 4438} ;

1¢. Peraturan Pemernmiah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan Tempai Kedodukan Pemerintah Dacrah Panaruken {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tabun 1972 Memor 38) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 wemang Standar Akuamansi
Pemerintahan (Lembaran Nepara Republik [nfonesia Tabun 2005 Nomor
49, Tambahan 1 embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

12. Peraturan Pemerintah Momor 55 Tabon 2005 teatang Dana Perimbangmn
{Lembaran Negara Republik Indoncsia Taban 2005 Nomer 137, Tambaban
[ 2mbaran Negara Republik Indonesiz Nomor 4575) ;

13. Peraturan Pemerintah Nemor 58 Tabhun 2005 tootang Pengelolaan
Keuangan i)aerah {l.embamn Negara Republik Indonesia Tahun 2005
NWomor 140, Tambahan Lembunm Negara Republik  [ndoncsia
Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintabh Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuengen Dacrah (Iembaran Nepgara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4583) ;

L5 Pergturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
IPembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaramn Pemerintah — Dawerah
(Lembaran Ncgara Hepublik Indeonesia Tehun 2005 Momor 165,
Tambahan Lembaran Negarm Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

16. Peraturan Pemenmah WNomor £ Tahun 2006 (ontang Pelaporan
Keumngan dan Kinerja [nstansi Pemerintah { Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2006 Nomwr 25, Tambaban Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4614 ) ;

L7. Peraturan  "emermtah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Peamnenntahun Daersh kepada DPRD, dan Inforpeasy
Laporan Penyelengparaan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakai
{Lembaran MNegara Repubhk Indonesia Tabun 2007 Nomor 19,
‘Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

1% Peraturan Pomerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintaban atara Pemerintah, Poerintahan Dacrah Propinai, dan
Pemerintaban Daerah KabupalenKola {Letnbarae Negara Republic
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahun Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4737} ;

19. Persturan Pemenintzh Nomor 39 Tubun 2007 eatang Pengelolaan Vang
Megara/Daerah {Lembaran MNepura Repubtilk Indonesia Tahun 207
Nomor 83, Tumbaban Lembaran Negarz Republik lodonesia Nomor
4738} ;

S S



Menetapkan

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kewsngan Daerah  sebugaimana telah  diubeh  dengan
Peratvran Menteri Dalam Negern Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menieri Dialam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolzan Keuangan Daerah ;

21, Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata
Cars Penatausabasg dan Fooyusunun Laporan  Pertangpungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomer 25 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anpgaran 2000 ;

23. Peraturan Dacrah Kabuapaten Situbondo Nomor 1 Tabun 2006 tentang
Bencana Pembangunan Juogka Menengah Daerah (RPJMT) Eabugpat=n
Situhondn Tahum 2006 — 2010 {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo,
Seri A Nemor 1) sebapaimana tclah diubah denpan Peraturan Dacrsh
Kabapaten Situbonde Neomor 04 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabuopaten Situboerdo Nomor 1 Tabun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPIMD) Kabupatan
Situbondo Tabun 20662010 (T.embaran Diserah Kabupaten Situbondo
Tehn 2009 Momor G4} ;

24. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urmsan Pemerintah Pacrah Kabupatcn Situbonde (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Simtbomnklo Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Penpelotaan Keuangan Dacrab (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13) ;

26. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Talum 2010 tentanys
Anggaron Pendapatan don  Belanju Duemah (APBD}  Eabupalen
Situbondo Tahumn Anggaram 2010 (lLembaran Daersh Kabupsten
Situbondo Tahun 2010 Nomor 02);

27. Peraturan Bupat Situbordo Momeor  I'ahun 2010 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daesrsh (APBD) Kabupaten
Simbondo Tabun Anpgearan 2010,

MEMUTLUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN
(UP) PADA SATUAN KERJA PERANCKAT DAERAH (SKPDy M

LINGKUNGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2610,

Pasal 1

Besaron Llang Persediaan (UJP) pada Satuan Kerja Peranpkat Dheerah
(SKPDy di Linglunpgan Pemerintah Kabupaten Situbonde Tahun Anggaran

2010 scbagairmana torsebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Fasal 2

Uang Persediaan (UP) sehapaimana dimaksud dulam Pasal 1 diperpunakan
untuk membiayai beberapa kepiaten yang termuoat dalam  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerab (DPA SKPD) Tahun
Anggaran 2010,




Pasal 3

Pengisian kembali Usng Persediaan (UP) dapat dilakukan dengan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaras Ganti Usmg Persediaan (SPP
(1)) setelah uang persediann sebelumnya dipertanggunyjawabkan.

Paal 4

(1} Bendahara Pengeluman SKIPD dapat melimpahkan sebagian uang
persediaan yanyg diketolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
SK P untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan,

{2) Petimpahan sebagaimana terschut puda ayat {17 dilakukan berdasarkan
perseijuan pengmina anggaran
Pasal §

Pada tanggal 31 Desember 2010 sebagai akhir tshun anggaran 2010,
benduhars pengeluaran wajib menyetor kembali Uang Persedizan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (UP-SKPD)) yang tidak dipergunakan ke Rekening
Kas Umum Daerah.

Passal 6
Pergturan Bupati ini mulai berlaka pada tanggal diundangkan.

Agar sciiap orang dapat mengetahuinya, memerintakkan pengundangan
Pereturan Bupati ini dengan  penempetannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Situbondo.

Ditetepkan di Situ

Divundangkan di Situbondo
padatanggal 1| . in D1,

+ SEKRETARIS DAERAH
W ABUPATEN SITUBONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITURBDNDO TAHUN 2010 NOMOR o)



